Menimbang

Mengingat

.PERATURAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 67 TAHUN 2006
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA XREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 telah ditetapkan kembali
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

. bahwa untuk tertib administrasi dalam pélaksanaannya, periu-

menetapkan petunjuk pelaksanaar Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara; |

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor

- 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890); '

. Peraturan  Pemerintah -Nomor 4 - Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian ~ Sementara  Pegawai  Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);



. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indone5|a Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
-Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 ‘Nomor 50, 'Tam'bahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 3176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsnonal Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubmg
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4432); '

. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor '4192);

. Peraturen Pemerintah Nomoer 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);
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Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberheritian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang  Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawal Negeri Sipil;

12, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor '64'-Tahun 2005;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud
dengan :

1. Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipll (PNS} yang diberi
tugas, tanggung. jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS
dan pengembangan sistem manajemen PNS.



7.

Analis Kepegawaian  keterampilan adalah Analis Kepegawaian‘ .
yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur' |

dan teknik kerja terfentu.

Anatis Kepegawaian keahtian adalah Analis Kepegawaian yang dalam
pelaksanaan  pekerjaannya didasarkan atas  disiplin  ilmu
pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau
akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai 'oleh' seorang

Analis Kepegawaian dalam rangka pembmaan karier kepangkatan '

dan Jabatannya

Instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kepegawalan adalah
Badan Kepegawalan Negara.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyal
kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS
sesual dengan paraturan perundang-undangan.

Pimplnan Instans| Pusat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian adalah pamberhentian darl jabatan fungslonal Analls
Kepegawalan dan bukan pemberhentian sabagal Pegawal Negarl
Sipll,

BAB I
USUL DAM PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2

(1) Bahan penlalan.angka kredlt Analls Kepegawalan disampaikan aleh

pimplnan unit kerja pallng rendah pejabat struktural eselon III. atau
pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab dibidang
kepegawalan setelah diketahul atasan langsung pejabat fungsional

yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit.

(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan ‘angka kredit

Analls Kepegawalan menyampalkan usul penetapan angka kredit

kepada pejabat yang barwenang menetapkan angka kredit melalul
tim peni(ai,
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(3) Usul penetapan angka kredit untuk :

a.

Analis Kepegawaian keterampilan dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam lampiran I-A ‘sampai dengan
lampiran I-C; |

Analis Kepegawaian keahlian dibuat - menurut  contoh
sebagaimana tersebut dalam lampiran II-A sampai dengan
lampiran II-C. '

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Analis Kepegawaian harus
dilampiri dengan .

a.

Surat pernyataan melakukan kegiatan manajemen PNS dan
bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran III;

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan sistem
manajemen PNS dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran 1V,

) 1

Surat pernyétaan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dan  bukti-bukti fisik dibuat menurut contoch  formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran V;

Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis
Kepegawaian dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI; dan atau

Surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan foto
copy bukti-bukti mengenai [jazah/ Surat., Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan dan/ atau keterangan yang disahkan
oleh pejabat berwenang, dibuat menurut  contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII,

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Analis Kepegawaian harus
dinilai secara seksama  oleh Tim Penilai berdasarkan rincian
kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana ditentukan dalam
Lampiran I atau Lampian II Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006.



(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

(1) Penetapan angka kredit Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud -

dalam Pasat 3 ayat (2), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIIL.

(2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kepala Kantor Regional BKN, dan
tembusannya disampaikan kepada :

a. Analis Kepegawaian yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai Analis Kepegawaian yang bersangkutan;

¢. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan; dan

d. Pejabat fain yang dipandang perlu.

Pasal b

(1) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Analis
Kepe-gawaian dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Dalam hal Analis Kepe:_jawaian akan dipertimbangkan untuk naik

' pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3 (_t_iga)
bulan sebelum periode kenaikan pangkat, dengan ketentuan
sebagai berikut : '

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

b. Untuk kenaikan pangkat periode. Oktober, angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan. “ '



Pasal 6

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam
menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau memberikan
kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (1) Peraturan Men.PAN Nomor PER/36/M.PAN/11/2006.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
pengendalian dan tertib administrasi harus membuat spesimen
tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala BKN/ Kantor Regional
BKN.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan
tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala BKN.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan
dalam Pasal 5 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain
satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab
dibidang kepegawaian.

BAB III
TIM PENILAI

Pasal 8

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah
sebhagai berikut :

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan
/pangkat Analis Kepegawaian yang dinilai;

b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Analis Kepegawaian; dan

¢. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kenibali untuk masa
jabatan berikutnya.



(3) Anggota Tim Penilai yang telan menjabatl dalam 2 (dua) kali masa
jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu)

masa jabatan.

(4) Datam hat terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua. Tim Penilai
mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai secara definitif sesuai

masa kerja vyang tersisa kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

(5) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim
Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

(6) Susunan Anggota Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur

kepegawaian dan pejabat fungsional Analis Kepegawaian dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Satu orang Ketua merangkap anggota;

b. Satu orang Wakit Ketua merangkap anggota;
c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

{7) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi
dalam penilaian prestasi kerja Analis Kepegawaian.

(8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) harus mendapat rekomendasi dari Kepala
BKN/Kepala Kantor Regional BKN.



Pasal 9

(1) Tugas Tim Penilai Pusat adalah :

a. Membantu Kepala BKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk,
dalam menetapkan angka kredit Analis Kepegawaian Madya di
lingkungan BKN dan Instansi fainnya.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKN
-atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Sekretariat Utama BKN adalah :

a. Membantu Sekretaris Utama BKN atau pejabat lain yang ditunjuk
paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung
jawab dibidang kepegawaian, dafam menetapka'n angka kredit
Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis
Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai
dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan BKN Pusat;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Utama BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon
I yang ecara fungsional bertanggung jawab dibidang
kepegawaian, yang berhubungan deigan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud péda huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Kantor Regional adalah :

a. Membantu Kepaia Kantor Regional BKN, dalam menetapkan
angka kredit Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan
Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawéiah Pertama
sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Kantor
Regional masing masing; ‘

b. Melaksanakan tugas-tugas fain yang diberlkan oleh Kepala
Kantor Regional BKN, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.



(4) Tugas Tim Penilai Instasi adalah :

a. Membantu Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang
ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional
bertanggung jawab dibidang kepegawaian, dalam menetapkan
angka kredit Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan
Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Xepegawaian Pertama
sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan instansi
masing masing,

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah
eselon Il yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang
kepegawaian, yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5) Tugas Tim Provinsi adalah :

a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang
ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional
bertanggung jawab dibidang kepegawaian, dalam menetapkan
angka kredit Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan
Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama
sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan Provinsi
masing masing; .

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah
aselon I1 yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang
kepegawaian, yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(6) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain
yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional
bertanggung jawab dibidang kepegawaian, dalam menetapkan
angka kredit Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan
Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama
sampai dengan Analis Kepegawaian Muda di lingkungan
Kabupaten/Kota masing masing;
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b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling
rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab
dibidang kepegawaian, yang berhubiingan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(7) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian dan

penetapan angka kredit Analis Kepegawaian dapat dimintakan
kepada Tim Penilai Pusat.

(8) Apabita Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian dan

penetapan angka kredit Analis Kepegawaian dapat dimintakan
kepada :

a. Tim Penilai Provinsi lain terdekat; atau
b. Tim Penilai Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(9) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penitaian dan

penetapan angka kredit Analis Kepegawaian dapat dimintakan
kepada : |

a. Tim Penilai Kabupaten/Kota fain terdekat;
b. Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan; atau

¢. Tim Penilai Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Untuk  membantu Tim  Penilai  dalam  melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab
dibidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahii, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang
mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
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(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran
dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan
‘penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan
jabatan dan/atau kenaikan pangkat Analis Kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan jabétan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipertimbangkan apablia:

a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Analis Kepegawaian sesuai dengan jenjang jabatannya;dan

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)
paling rendah bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dipertimbangkan apabila:

a. Paling singkat ‘telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenatkan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

¢. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (OP-
3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

12



(4) Kenaikan = pangkat bagi Analis Kepegawaian Madya pangkat
"Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama
Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah
mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki
jabatan ;

a. Analis Kepégawaian Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang
II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat 1 gotongan ruang Ii/d
sampai dengan untuk menjadi Analis Kepegawaian Penyelia
pangkat Penata Tingkat | golongan ruang Il/d; dan

b. Analis Kepegawaian Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang [li/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat | golongan ruang
l1I/b sampai dengan untuk menjadi Analis Kepegawaian Madya,
pangkat Pembina Tingkat ! golongan ruang 1v/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Pravinsi yang
menduduki jabatan :

a. Analis Kepegawaian Pelaksana pangkat Pengatur golongan
ruang ll/c untuk menjadi Pengatur Tingkat ! golongan ruang .
lI/d sampai dengan untuk menjadi Analis Kepegawaian
Penyelia pangkat Penata Tingkat | golongan ruang Hl/d; dan

b. Analis Kepegawaian Pertama pangkat Penata Muda, golongan
ruang ill/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat | golongan
ruang I/b sémpai dengan untuk menjadi Analis Kepegawaian
Madya, pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang iV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
teknis Kepala Kanreg BKN.

(7) Kenaikan_pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota
yang menduduki jabatan :
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a. Analis Kepegawajan Pelaksana pangkat Pengatur golongan
ruang H/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang
li/d sampal dengan untuk menj'adi Analis KepegaWaian
Penyelia pangkat Penata Tingkat | golongan ruang Il/d; dan

b. Analis Kepegawaian Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang Ill/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat | golongan
ruang {ll/b sampai dengan untuk menjadi Analis Kepegawaian
Muda, pangkat Penata Tingkat | golongan ruang lil/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina | Kepegawaian
Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kanreg BKN.

(8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki Analis Kepegawaian Muda pangkat Penata Tingkat !
golongan ruang IlI/d untuk menjadi Analis Kepegawaian Madya
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina
Tingkat | golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepata Kantor
Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 13

{1) Kenaikan pangkat Dagi Analis Kepegawaian dalam jenjang jabatan
yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Analis Kepegawaian yang memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan angké kredit tersebul dapat diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 14

Analis Kepegawaian keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur
Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah apabila memperoleh ijasah
Sarjana (S1)/Diploma 1V, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
menjadi Penata. Muda golongan ruang 1lI/a dan diangkat dalam jabatan
Analis Kepegawaian keahlian, dengan ketentuan :
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fjasah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokok

dan kuafifikasi yang ditentukan oleh Kepala BKN,;

paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah
bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan

untuk pangkat Penata Muda golongan ruang IIY/a.

8AB Vv

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN

PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 15

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhéntian  dalam
dan dari jabatan Analis Kepegawaian ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) PNS vyang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis
Kepegawaian keterampilan harus memenuhi syarat :

a.

b.

Berijazah paling rendah Diploma INI Kepegav&aian;
Pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang 11/c; dan

Setiap unsur penilaian. prestasi kerja dan penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

(2) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis
Kepegawaian keahlian harus memenuhi syarat:

d.

Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikast
yang ditentukan /Diploma IV Kepegawaian; _

Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Illfa;
dan
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c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1(satu)
tahun terakhir.

(3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi
jabatan Analis Kepegawaian melalui pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Analis
Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kecuali
yang berijassah Diploma IV Kepegawaian, paling lama 2 (dua)
tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional
Analis Kepegawaian yang ditentukan oleh Kepala BKN.

(5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang
tidak lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian, diberhentikan dari
jabatan Analis Kepegawaian.

(6) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran IX;

Pasal 17

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam

jabatan Analis Kepegawaian dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) atau ayat (2) Peraturan  Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/36/M.PAN/11/2006;

b. Memiliki pengalaman di bidang kegiatan manajemen PNS dan/
atau pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2
(dua) tahun;

c. Usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
dan g

d. Setiap unsur penilalan prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilalan Pelaksanaan

Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
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(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pahgkat yang
dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Analis Kepegawaian
ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh setelah
melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang
berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

(3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam

jabatan Analis Kepegawaian menggunakan contoh formutir
sebagaimana tersebut pada Lampiran X;

‘Pasal 18

Bagi Analis Kepegawaian yang karena perpindahan jabatan, memiliki
pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Analis Kepegawaian
yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat
lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka
kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.

Pasal 19

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
dan ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1), pengangkatan PNS dalam jabatan
Analis Kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis
Kepegawaian.

Pasal 20

(1) Analis Kepegawaian Pelaksana, pangkat Pengatur golongan ruang
IT/c sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia, pangkat Penata
golongan ruang III/c dan Anaiis Kepegawaian Pertama, pangkat
Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Analis
Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
Iv/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat dan atau
jabatan terakhir tidak dapat mengumputkan angka kredit minimal
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
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(2) Analis Kepegawaian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan
ruang II1/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat
mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari
kegiatan tugas pokok.

(3) Analis Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan
ruang [V/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat
mengumpultkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh) dari
kegiatan tugas pokok. '

(4) Pembebasan sementara bagi Analis Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan
peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu
pembebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan contch
sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.

(5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Analis Kepegawaian juga dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila : '

a. Dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat sedang
atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomaor 4 Tahun 1966;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Kepegawaian;

d. Cuti di luar tanggungan riegara kecuali untuk persalinan keempat
dan seterusnya; atau

e. Me njalani tugas belajar tebih dari 6 (enam}) bulan.

(6) Analis Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a selama menjalani hukuman disiplin
tetap melaksanakan tugas pokok tetapi  tidak dapat dinilai dan
ditetapkan angka kreditnya.

18



(7) Pembebasan sementara dari jabatan Analis Kepegawaian ditetapkan
dengan menggunakan contch formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran XIIL.

Pasal 21
(1) Analis Kepegawaian diberhentikan dari jabatannya apabita :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman
disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b. - Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),
ayat (2) atau ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan.

(2) Pemberhentian - dari jabatan Analis Kepegawaian ditetapkan
menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran
XII.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasai 22

(1) Analis Kepegawaian yang dijatuhi hukuman disiptin tingkat sedang
dan berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam
jabatan Analis Kepegawaian, apabila masa berfakunya hukuman
disiplin tersebut telah berakhir.

(2) Analis Kepegawaian yang dibebaskan sementara karena :

a. diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Analis Kepegawaian, apabila berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak
bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan; '

b. ditugaskan di luar jabatan Analis kepegawaian, dapat diangkat

kembali dalam jabatan Analis Kepegawaian, apabila telah selesai
melaksanakan tugas di luar jabatan Analis Kepegawaian;

C. cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada
Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis
Kepegawaian;
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d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali datam
jabatan Analis Kepegawaian apabila telah selesai menjalani tugas
belajar.

(3) Pengangkatan kembaii dalam jabatan Analis Kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, atau huruf ¢ dapat
dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling kurang 2 {dua)
tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

(4) Pengangkatan kembali dalam jabatan  Analis Kepegawaian
menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran
IX.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipii yang diangkat kembali dalam jabatan Analis
Kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 22, jabatannya
ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka

kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Analis
Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian
tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional
{ain maupun dengan jabatan struktural.

Pasgal 25

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan
tindakan dalam pengembangan Analis Kepegawaian, perlu
dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi tentang ketentuan
pengembangan jabatan Analis Kepegawaian secara berkala kepada
pejabat yang berkepentingan dan Analis Kepegawaian.

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Analis Kepegawaian secara
profesional sesuai kompetensi jabatan, BKN selaku Instansi
Pembina, antara lain melakukan :

3. Penetapan pedoman formasi jabatan Analis Kepegawaian;
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. Penetapan standar kompetensi jabatan Analis Kepegawaian;
Pengusulan tunjangan jabatan Analis Kepegawaian;

. Sosialisasi  jabatan Analis Kepegawaian serta petunjuk
pelaksanaannya;

. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis fungsional Analis Kepegawaian;

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis
bagi Analis Kepegawaian dan penetapan sertifikasi;

. Pengembangan sistem informasi jabatan Analis Kepegawaian;
. Fasilitasi pelaksanaan jabatan Analis Kepegawaian;
Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Kepegawian;

Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik
Analis Kepegawaian; dan

. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Analis Kepegawaian.

BAB VII1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

(1} Analis Kepegawaian yang pada saat Peraturan Kepala BKN ini
ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir,
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan
Kepala BKN ini, wajib mengumpulkan angka kredit kumulatif yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggt.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif yang ditentukan,
dibebaskan sementara dari jabatan Analis Kepegawaian.

(3) Analis Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit
kumulatif yang ditentukan, diberhentikan dari jabatan Analis
Kepegawaian.

Pasal 27

- (1) PNS yang memiliki ijasah paling rendah SMA/yang sederajat dapat
dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Analis
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Kepegawaian Keterampilan, setelah memenuhi syarat sebagai
berikut :

a. memiliki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c;

b. memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/
pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 3
(tiga) tahun;

¢. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling
rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

e. sudah ikut dan luius diklat fungsional Analis Kepegawaian.

(2) Angka kredit kumulatif untuk pengangkatan dalam jabatan Analis
Kepegawaian Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/36/M.PAN/11/2006.

(3) Pengangkatan PNS dalam jabatan Analis Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi instansi yang belum
pernah mengangkat Analis Kepegawaian keterampilan melalui
penyesuaian/inpassing dan setelah mendapat pertimbangan dari
Kepala BKN.

(4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis
Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.dengan
‘menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran
XIV.

(5) Untuk imenjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah.

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat harus memperhitungkan
formasi jabatan Analis Kepegawaian.

(6) Diklat fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e adalah diklat fungsional Analis Kepegawaian tingkat
terampil, yang diselenggarakan oleh BKN atau Lembaga diklat yang
telah diakreditasi.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam melakukan tugas
ditetapkan oleh Kepala BKN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan

Analis Kepegawaian.

Pasal 29

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BKN ini
akan diatur kemudian oieh Kepala BKN.

Pasal 30

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala BKN ini, maka
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis
Kepegawaian. dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada
Lampiran XV.

Pasal 31 -
Dengan berfakunya Peraturan Kepala BKN ini, maka Keputusan Kepala

BKN Nomor 193 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Kepala BKN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2006

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PRAPTO ) ¢



CONTOH ;

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA

LAMPIRAN [-A

PERATURAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

: 67 TAHUN 2006

TANGGAL : 29 November 2006

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA

NOMOR :

INSIBMSE | oovriir e ver v ven e aee e

Masa penilaian tanggat

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG

Tempat dan tanggal lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang telah Eiperhitungkan angka kreditnya

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

Jabatan

Wl lm|w]lasnjw]|+]wlw

Masa Kerja Golongan Lama

Baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAL

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAL

LAMA}

BARU} JUMLAH

LAMA|BARU

JUMLAH

2

]

4 5

L]

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

A

Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/getar

1. Sarjana (S1)

2. Diploma lll .

. |Pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh

surat landa tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)

1. Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya antara 641 - 960 jam

Lamanya antara 401 - 640 jam

Lamanya antara 81 - 160 jam

2,
3.
4. Lamanya antara 161 - 400 jam
5.
6.

Lamanya antara 30 - 80 jam

. |Pendidikan dan pclatihan prajabatan

Peudidikan dan pelatihan prajabstan tingkat 1(
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MANAJEMEN PNS

A

Formasi dan Pengadaan

Pengadaan

. Persiapan

1) Menyiapkan naskah pengumuman penerimaan pegawai

2} Memeriksa kelengkapan berkas lamaran

b. Ujian saringan

1) Mengawasi pefaksanaan ujian saringan

2) Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas peserta yang
fulus ujian

¢, Penelapan Nomor identilas Pegawai {NIP) CPNS

Menyiapkan usul permintaan NiP

d. Pengangkatan CPNS/PNS :

1) Menyiapkan surat perintah melaksanakan tugas

2) Menyiapkan surat pemberitahuan mengikuti latihan
prajabatan

3) Menyiapkan surat pemberitahuan tentang bahan tidek
lengkap (BTL)/tidak memenuhi syarat (YMS)

4) Menyiapkan surat permohonan menjadi saksi/rohaniawan

e, Penctapan Karpeg dan Karis/Karsu :

1) Menyiapkan usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu

2} Menyiapkan Karpeg dan Karis/Karsu

. { Mutasi

1. Pangkat

a. Menyiapkan usul persetujuan /pertimbangan tekuis kenaikan
pangkat PNS

b. Menyiapkan surat pengantar pengembalian usul yang
dinyatakan bahan tidak lengkap (BTL) tidak memenuhi

MS)
c. _Menyispkan bahan berkas usulan kenaikan pangkat

2. Jabatan

a. Menyusun daftar jabatan yang lowong

b. Menyiapkan surat permohonan menjadi saksi/rohaniawan

3. Perpindahan PNS

Menyiapkan usul perpindahan pegawai

4, Mutasi lain-lain

a. Mutasi keluarga

Mengesahkan/mencatat mutasi keluarga

b. Daftar urut kepangkatan (DUK):

Mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian

c. Peninjauan masa kerja

Menyiapkan usul_peninjauan mnasa kerja

d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Mengelola DP3

3. Status dan kedudukan hukum kepegawaisn PNS

Menyiapkan bahan-bahan untuk penetapan status dan
kedudukan hukum

. | Dildat

) Menyiapkan sural penawaran/pemberitahuan pelaksanaan diklat

2) Menyiapkan surat panggilan mengikuti diklat

, | Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan

1. Penggajian

a._Menyusun dafar pegawai yang akan memperolech KGB

b. Menyiapkan sural keputusan penundaun KGB

2. Tunjangan

Menyiapkan surat usulan untuk memperoleh tunjangan
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3. Upaya keseighteraan

Mendata PNS yang belum memiliki kartu
pegawai/Taspen/Askes

4, Penghargaan

a. Mendata pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda
Jjasa

b. Menyusun daftar pegawai yang akan menerima
penghargaan/tanda jasa

.| Tata Usaha Kepegawasan

1. Pengclolaan dokumen Kepegawvaian

a. Penyandian data mutasi kepegawaian kedalam
formulir/coding )

b. Scanning dokumen kepegawaian kedalam media komputer

¢. Mencatat dokumen kedalam buku pengendalian

d. Mengelola dokumen kedalam tata naskah PNS

¢. Menyiapkan surat perberitahuan tentang takah tidak
berkembang

2. Pengelolaan informasi data kepegawaian:

Menerbitkan daftar informasi kepegawaian secara periodik

. |Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian

Disiplin

Mengelola administrasi disiplin :

Mengelola daftar hadir

Pemberhentian

1. Pemberhentian dengan hak pensiun PN3 dan pemberian pensiun
janda/dudanya '

@ Mendata PNS yang akan mencapai batas usia Pensiun (BUP)

b. Menyiapkan keiengkapan usul pensiun/Kenaikan Pangkat
Pengabdian (KPP)

¢. Menyiapkan surat pemberitahuan NPP

2. Pemberhentian lainnya

Menyiapkan data pegawai yang berhenti sebelum BUP

3. Pengelolaan takah pensiun

Mencatat dan menielihara perubahian data mutasi pensiun

F.

Menyusun laporan

1

PENGEMBANGAN PROFES]

A

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang manajemen PNS

1. Karya lulis/karya ilmiah hasil penclitian, pengujian, survai dan
atau evaluasi di bidang kepegawaian yang dipublikasikan dalam
bentuk :

a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan sccara nasional

b. Majalah yany diakui oleh instansi yang bersangkutan

2. Karya tulisfkarya ilmish hasil penelitian, pengujian, survai dan
alau evaluasi di bidang kepegawaian yang tidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan dalam bentuk :

a. Buku

b. Makalah

3. Karya tulis/karya ilmizh berupa tinjavan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri di bidang kepegawaian yang dipublikasikan
dalam bentuk :

a. Buku yang ditecbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui olch instansi yang bersangkutan

4. Karya tulisficarya itmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri di bidang kepegawaian yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan dalam bentuk -

a. Buku

b. Makalah
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5. Karya llis/karya ilmiah pepuler di bidang kepegawaian yang
disebarlvaskan melalui media massa

6. Karya tuhslkarya iimiah berupa prasaran tinjavan, gagasan

B. Pembualan petunjuk tekms dlbldang mamjemcn PNS

1. Menyusun pedoman standard manajemen PNS yang diakui olch
BKN dan diedarkan secara nasional

2. Menyusun pedoman umum petunjuk teknis manajemen PNS .

C. |Penerjemalvpenyaduran buku dan bahan-bahan di bidang
manajemen Pegawai Negeri Sipil

Terjemehan/saduran buku di bidang kepegawnian yang
dipublikasikan dalam bentuk

a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui olch instansi yang berwenang

JUMLAH UNSUR UTAMA (1S/DIIT)

v

PENUNJANG

A. [Pengajar/pelatih di bidang manajemen PNS

Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan (diklat)
hpcgnwni di bidang kepegawaian

B. |Seminar, lokakarya di bidang manajemen PNS

Tingkat nasional/intemnasional sebagai :
8. Pcmrasaran

b. Moderator/persbahas/nara sumber
tc. Peserta :

C. FKeanggotaan organisasi profesi analis kepegawaian

[1._Tingkat nasional sebagai :
a. Pengurus aktif

b._Anggota aktif

2. Tingkat Provinsi/kabupaten/kota sebagai.
a. Pengurus akuif

b._Anggota aktif

D. {Keanggotaan Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Peailai Jabatan Fungsional

E. |Perotehan pengharpaan/tanda jash

Tanda jasa Satyalancana Karya ST.atya :

a. 30 ( tiga puluh ) tahun

b. 20 ( dua puluh } 1ahun

¢. 10 { sepuluh ) tahun

F. [Perolelan Pendidikan lainnya

Pendidikan lainnya vang tidak sesuai dengan bidang tugas :
1._Diptoma I1l B '

2, Sarjana {SI¥YD.IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu

28




111 |JLAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

Surst Pernyatsan melakukan Kegiatan Manajemen PNS

Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengeabangan Sistem Manajemen PNS
Surat Pemyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

Surat Pemyatsan melakukan Kegiatan Penunjang

dan seterusnya

v et e

NIP.:

IV [Catatan Pejabat Pengusut ;

( jabatan )

ague rararaaan

{ nama pejabat pengusul )
NIP.:
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
4 dan scterusnya
{ Nama Penilai 1)
NP
{ Nama Penilai I1) .
NIP, :

VI [Catatan Ketua Tim Penilai:

-{ Nama )

NIP.:
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 CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN

LAMPIRAN I-B
PERATURAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :67 TAHUN 2006

TANGGAL : 29 November

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN

NOMOR:

instansi

2006

Masa Penilaian tanggal ............s/d ... ...

KETERANGAN PERORANGAN

—

‘Nama

NIP

Nomor Seri KARPEG

Tempat dan tanggal Lahir

Tenis Kelamin

Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya

Puagkat/golongan ruang/TMT

Jabatan

Wl |l |Wn]|bs ("] [ 8]

Masa Kerja Golongan Lama

Baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

NO

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN iINSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA;

BARU| JUMLAH [LAMA{BARU

JUMLAH

J

4 L [] 7

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

A. | Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar

{. Sarjana(S1)

2. Diploma I

B. {Pendidikan dan pelatihan fungsional dan mempercleh surat tanda tamat -
pendidikan dan pelatihan (STTPP)

. Lamanya lebih dari 960 jam

. Lamanya antara 641 - 960 jam

. Lamanya antara 401 - 640 jam

Lamanya antara 161 - 400 jam

Lamanys antara 81 - 160 jam

. Lamanya antara 30 - 80 jam
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Il |[MANAJEMEN PNS

A

Perencanaan

1. {Formasi

Menyiapkan bahan pembahasan rencana usul formasi

2. {Pengadaan

a, Persiapan pengadaan pegawai

1) Menyiapkan bahan rapat persiapan pengadaan pegawai

2) Menyiapkan surat panggilan/penolakan untuk mengikuti ujian
saringan

b. LUjian saringan

1) Mengawasi pelaksanaan ujian saringan

1) Menyiapkan pengumuman hasil jian saringan

c. Penetapan Nomor [dentitas Pegawai (NIP) CPNS

1) Membuat surat pemberitahuan permintaan kelengkupan berkas
penpangkatan pegawai/usul yang tidak lengkap

2) Memeriksa berkas nota usul permintaan NIP

3) Mengendalikan formasi (kuafifikasi pendidikan dan jabatan)

d._Pengangkatan CPNS/PNS :

1) Menyiapkan naskah surat keputusan pengangkatan

2) Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan

¢. Penetapan Karpeg dan Karis/Karsy :

1} Memeriksa usul permintaan Karpeg dan Karis/Karsu

2) Menyiapkan surat kepoutusan penetapan Karpeg dan -~
Karis/Karsu

3) Menyiapkan berita acara penyerahan Karpeg dan I(arisll(arsu.'

Mutasi

1. Pangkat

a. _Memeriksa berkas usul kenaikan pangkat PNS

b. Mengendalikan listing persetujuan teknis kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil

2, Jabatan

a2, MVienyapka datd pcgawal yang memenuhi Syaral agmintsirast
untuk diangkal dalam jabatan

b. Menyiapkan bahan penilaian dan penctapan angka kredit jabatan -
fungsional

J. Perpindahan PNS

Men:eriksa permohonan perpindahan pegawai

4. Mutasi lain-lain

a.  Mutasi keluarga

Pengelolaan data mutasi keluarga
b, Daftar urut kepangkatan (DUK):

1) Menyusun DUK

2) Mcnyempummakan DUK atas keberatan

¢. _Peninjauan masa kerja

Memeriksa usul peninjauan masa kerja

d. Status dan Kedudukan hukum kepegawaian PNS

Menyiapkan surat pengantar penetapan status dan kedudukan
hukum

Gaji, Tunjangan dan Kesejahieraan

|. Tunjangan

Menyiapkan surat keputusan yang berkaitan dengan tunjangan

2. Upaya Kesejahtcraan

2. Menyiapkan surat pemberitahuan pelaksanaan cuti

3. Penghargaan

8. Meayiapkan bahan-bahan sidang baperjakat/ TPP

b Menyiapkan Inporan hasil sidang baperjakat/TPR

3




Tata Usaha Kepegawaian

1. Pengelolaan dokumen Kepegawaian

a. Epiry data kepsgawaian kedalam media komputer

b Menyusun, memelihara dan merasionajisasikan tata naskah

¢. Mencocokan daflar nominatif kedalam takah

2. Pengelolaan informasi dala kepegawaian:

a. Menyajikan informasi data kepegawaian

b. Menyiapkan surat pemberitahuan permasalahan data kepegawaian

Disiplin dan Pengendalian

1. Disiplin’

a. Menyiapkan kasep surat panggilan/perinpatan

b. Menyiapkan referensi peraturan berkaitan dengan surat pengaduan

[2__Pengendalian kepegawaian

a. Menerima dan memeriksa surat-surat pengaduan

b. Menyiapkan surat jawaban permasalahan kepegawaian

Pemberhentian

1. Pemberhentian PNS dengan hak pensiun PNS dan pensiun

janda/dudanva

. a. Menviapkan data perorungun calon penerima pensiun (DPCP)

b Menyiapkan surat pemberitahuan bahan tidak lengkap (BTLYTMS

2

Pensiun Pejabat Negara dan janda/dudanya

Menyiapkan usul pensiun pejabat negara dan janda/dudanya
3. Pemberhentian lainnya :

2. Memeriksa berkas usul pemberhentian pegawai

4. Pengelolaen takah pensiun

Mencatat dan memelihara data pensiun bary

HI [PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS

A

Pengembangan Jabatan ‘

Persiapan penyusunan mengumpulkan data

B.

Sistem Ketatausahaan Kepegawaian

1. Mengumpulkan dan menyiapkan data pembuatan pedoman
pengelolaan dokumen

9. Menganalists data yang dibutuhkan dalam pembuatan pedoman

pengeiolaan dokumen
3. Menyusun laporan

1V |PENGEMBANGAN PROFES!

A.

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang nianajemen PNS

t. Karya tulis’karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survai dan atau
evaluasi di bidang kepegawaian yang dipublikasikan dalam bentuk :

a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan

2. Karya tulis/karya ilmiah hasi! penelitian, pengujian, survai dan atau
evaluasi di bidang kepegawaian yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasjkan dalam bentuk :

4. Buku

b. Makalah -

3. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan ser:diri di bidang kepegawaian yang dipublikasikan dalam
bentuk : :

a. Buku.yang dilerbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan

4. Karya tulis/karys ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmizh hasil
gagasan sendiri di bidang kepegawaian yang lidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan dalam benfuk :

3. Buko

b. Makalah
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5. Karya tulis’karya 1lm1ah populcr di bidang, kepegawaian yang
disebarluask cl

6. Karya tolis/karya ilmiah berupa prasaran tinjavan, gagasan atau ulasan
ilmiah yang disampaikan dalam pericmuan ilmiah

Pembuatan petunjuk teknis dibidang mangjemen PNS

1. Menyusun pedoman standard manajemen PNS yang diakui ofeh BKN
dan diedarkan secara nasional

2. Menyusun pedoman umum petunjuk teknis manajemen PNS

Pencrjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang
manajemen PNS

Terjemzhan/saduran buku di bidang kepegawaian yang dipublikasikan
dalam bentuk :

a. Buku yang diterbitkan dan dicdarkan secara nasional

b, Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang

JUMLAH UNSUR UTAMA (ES/DIV)

PENUNJANG

A.

Pengajar/pelatih dibidang manajemen PNS

Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai dl
bidang kepegawaian

Seminar, lokakarya

Tingkat nasional/internasional sebagai :

a. Pemrasaran

b. Moderator/pembahas/nara sumber

¢, Peseria

Keanggotaan organisaSi profesi Analis Kepegawaian

1. Tingkat nasional scbagai :

a. Pengurus aktif

b._Anggota aktif

2. Tingkal Provinsi/kabupaten/kota scbagai

2. Pengurus aktif

b. _Anggota aklif

Keanggotaan Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional

m

Perolehan penghargaan/tanda jasa

Tanda jasa Satyalancana Karya Satya :

a. 30 ( tiga puluh ) tahun

b, 20 { dua puluh ) tahun

¢. 10 ( sepuluh ) tahun

Perolchan Pendidikan lainnya

Pendidikan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :

1. Diploma !l

2. Sarjana (S1YDIV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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I |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Manajemen PNS

2 Surat Pemyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen PNS
3 Surat Pernyalaan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

4 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang

5 dan selerusnya

NIP.:

IV [Catatan Pejabst Pengusal ;

T Gbaten)

., { nama pejabat pengusul )

NIP. :

A maaanens bey .

V |Catatan Anggota Tim Penilai :

4 dan seterusnya

{ Nama Penilai [ )

NIP. :

( Nama Penilai If )

NIP, :

v

Catatan XKetua Tim Penilal ;

- 4 dan seterushya

(Nama)

NIP. :
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CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA

LAMPIRAN 1-C
PERATURAN KEPALA
'BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :67 TAHUN 2006
TANGGAL :29 November 2006

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREbIT
ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA

NOMOR :
Instans; Masa Pcnilaian tanggal ............s/d............
I KETERANGAN PERORANGAN
| {Nama ]
2 |NIP
3 |Nomor Seri KARPEG
4 |Tempat dan tanggal Lahir
5 [Jenis Kelamin
§ |Pendidikan yang i¢lah diperhitungkan angka kreditnya
7 |Parzkat/golongan ruang/TMT
8 {Jabatan
9 |Masa Kerja Golongan : Lama
Baru
10 {Unit Kerja
1 UNSUR YANG DINILAI
’ ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAIL
LAMA| BARU} JUMLAH |LAMA]BARU| JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

1 [UNSUR UTAMA

1 | PENDIDIKAN

A. [Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar

1. Sarjana (S1)

2. Diploma Il

pendidikan dan pelatihan (STTPP)

B. |Pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh surat tanda tamat

. Lamanya lebih dari 960 jam

. Lamanya antara 641 - 960 jam

. Lamanya antara 401 - 640 jam

‘5. Lamanya antara 81 - 160 jam

|
2
J
4. Lamanya antara 161 - 400 jam - -
b
6

. Lamanya antara 30 - 80jam

1I ]MANAJEMEN PNS

1 |Formasi -

a. Memeriksa usul formasi

b Menyiapkan surat/surat jawaban permasalahan usul formasi

2. |Pengadaan

a._Ujian saringan .

Mengawasi pelaksanaan ujian saringan
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b. Penganpgkatan CPNS/PNS :

1} Memeriksa usul persetujuan teknis pengarigkatan PNS bagi
CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun

¢. Penelapan Karpeg dan Karis/Karsu :

Menyiapkan surat jawaban permasalahan Karpeg dan Karis/Karsu

Mutasi

1. Pangkat

a. Menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkal

b. Menyiapkan surat pengantar pertimbangan teknis kenaikan
pangkat PN§

2. Jabatan

a, Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang baperjakat *

b Menyiapkan SPMT/SPMI/SPP/SPMMDJ

¢. Menyiapkan naskah pemberitahuan/peringatan kepada pejabat
fungsional

3. Perpindaban PNS :

Memeriksa naskah keputusan perpindahan pegawai

4. Mutasi lain-lain

Peninjauan masa Kerja

a. Memeriksa dan menandatangani nota ustl peninjauan masa

b. Menyiapkan surat keputusan peninjauar masa ketja

(iaji, Tunjangan dan Kesejahteraan

1. Penggajian

Menyiapkan surat keputusan penyesuaian gaji pokok

2. Penghargaan

a. Menyiapkan usul pemberian penghargaan/tanda jasa

b, Menyiapkan surat keputusan pemberian penghargaan/tanda jasa

Tata Usaha Kepegawaian

1. Penpelolaan dokumen Kepegawaian

Memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen kepegawaian

2. Pengelolaan informasi data kepegawajan:

a. Memelihara keakuratan, kelengkapan dan kekinian informasi
kepegawaian

b. Menganalisis keabsahan data mutasi kepepawaian

Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian

1. Disiplin

Memeriksa surat-surat pengaduan

2 _Pengendalian Kepegawaian

Memeriksa dan meneliti berkas yang bermasalah

Pemberhentian

I. Pemberhentian dengan hak pcns:un PNS dan pembenm pensiun .
janda/duda PNS

a._Memeriksa usul pensiun/KPP dan pensiun janda/dudanya

b, Menyiapkan konsep surat keputusan pensiun dan kenaikan
pangkat pengabdian dun pensiun janda/dudanya

2. Pensiun Pejabat Negara dan janda/dudanys :

Menyiapkan surat keputusan pensiun_janda/dudanya

3. Pemberhentian 1ainhya

Membuat _tclaaban usul pemberhentian/pensiun pegawai
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PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS

A. | Sistem Pengadaan

Rekruitmen Pzgawai :

Mengidentifikasi bahan/data Norma Standar Prosedur (NS5P)

B. | Pengembangan Jabalan

1. Penyusunan analisis jabatan :

Membuat laporaa hasil analisis jabatan

2. Penyiapan naskah pedoman penyusunan standar jabatan PNS .

Menginventarisasi jabatan

3. Evaluasi jabatan pada instansi pernerintah

a. Mengumpuikan referensi/literatur tentang evaluasi jabatan

b. Mengumpulkan data jabatan

C. | Sistem Ketatausahaan Kepegawaian

Sistem Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

1. Perencanaan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian :

Mengumpulkan bahan-bahan pengembangan sistem pengelolaan

2. Membuat pedoman pengelolaan dokumen kepegawaian :

Menganalisis data yang dibutuhkan datam pembuatan pedoman
pengeloiaan dokumen kepegawaian

D. |Pelaporan

Menyusun laporan

PENGEMBANGAN PROFESI

A. |Pembuatan karya tulis’karya ilmiah di bidang manajemen PNS

I. Karya tulis/karya ilmiah hasil penclitian, pengujian, survai dan atau
evaluasi di bidang kepegawaian yang dipublikasikan dalam bentuk :

a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan

2. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survai dan atau
evaluasi di bidang kepegawaian yang tidak dipublikasikan tetapt
didokumentasikan dalam bentuk :

a. Buku

b. Makalah

3, Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau blasan ilmiah hasil
gagasan sendiri di bidang kepegawaian yang dipublikasikan dalam
bentuk :

a. Buku-yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui cleh instansi yang bersangkutan

4, Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri di bidang kepegawaian yang tidak dipublikasikan |
tetapi didokumentasikan dalam bentuk :

2. Buku

b. Makaiah 1

5. Karya tulis’karya ilmiah populer di bidang kep:cgawaian yang
disebarluaskan melalui media masa : -

6. Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran tinjauan, gagasan atau
uiasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmish

B. | Pembuatan petunjuk teknis dibidang manajemen PNS

1. Menyusun pedoman standard manajemen PNS yang diakoi oleh
BKN dan diedarkanr secara nasional

2. Menyusun pedoman umum petunjuk teknis manajemen PNS

C. |Penerjemahan/penyaduren buku dan bahan-bahan lain di bidang
manajemen Pegawai Negeri Sipil

‘Terjemahan/saduran buky di bidang kepegawaian yang dipublikasikan
Calam bentuk :

a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Makalah yang diakui olch instansi yang berwenang

JUMLAH UNSUR UTAMA (IS/DIV)
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PENUNJANG

A. | Pengajar/pelatih di bidang manajemen PNS

Mengajar atau melatih pada pendidikan dan peiatihan (diklat) pegawai
di bidang kepegawaian

B. |Seminar, lokakarya di bidang manajemen PNS

Tingkat nasional/internasional sebagai :

a. Pemrasaran

b. Moderator/pembahasinara sumber

¢. Peserla

C. Kcmggotaan organisasi profesi analis kcpcgawainn

1. Tingkat nasional sebagai ;

a. Pengurus aktif

b._Anggota aktif

2. Tingkat Provinsi/kabupaten/kota sebagai
a. Pengurus aklif ‘

b._Anggota aktif

D. { Keanggotaan Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional

E._| Perolchan penghargaan/tanda jasa

1. Tanda jasa Satyalancana Karya Satya:

8. 30 ( tiga puluh ) tahun

b. 20 ( dua pulith ) tahun

c. 10 ( sepulub ) tahun

2. Gelar kehormatan akademis

F. } Perolehan Pendidjkan lainnya

Pendidikan lainnya yang tidak sesusi dengan bidang tugas :

. Diploma il

2. Sarjana (S1)/DIV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan di ataz’di bawah *)

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicorel yang tidak periy
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

4. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang
5. dan seterusnya

1. Surat Perzystaan melakukan Kegiatan Manajemen PNS
2. Surat Pernyatsan melakukan Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen PNS
3. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

NIP.:
1V |Catatan Pejabat Pengusul :
1 ...
52
3 ...
4 dan scterusnys
(jlb‘u.n.s.....,..
( nama pejabat pengusul )
NIP. ;
'V [Catstan Anggots Tim Penilai :
B (L I
2 .
3 o ) .
4 dan scierusnya
( Naina Penilai 1 )
NIP. :
{ Nama Penilai If )
NIP.:
Y1 |Catatan Ketua Tim Penilai :

4 dan seierusnya

I Pmilli”

(Nama )

NIP. :
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CONTOM : , LAMPIRANHI-A
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  PERATURAN KEPALA' ‘
ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA " BADANKEPEGAWAIAN NEGARA
R NOMOR ' ' 67 TA HUN 2006
TANGGAL 29 November 2006

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA

NOMOR :
Instansi . Masa Penilaian tanggal ............sid ...
1 KETERANGAN PERORANGAN
1 f{Nama
2 |NIP
3 INomor Seri KARPEG
4 [Tempat dan tanggaj Lahir
s |Jenis Ketamin
6 |Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7 |Pangkat/polongan ruang/TMT
8 |Jabatan
¢ |Masa Kerja Golongan - : Lama
o Baru
10 |Unit Kegga
u : UNSUR YANG DINILAS N
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAIL
R . LAMA] BARU| JUMLAYH | LAMA| BARU}JUMLAH
! i 2 3 4 5 6 7 3

1 |UNSUR UTAMA
1 {PENDIDIKAN

A. [Pendidikan formal dan memperaleh ijazalvgelar

1. Doklor (§3) !

2. Pasca Sarjana (82)

3. Sarjana (S1)

B.|Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan memperoleh surat tanda
tamal pendidikan dan pelatihan (STTPP) ) .
1. Lamanya lebih dari 960 jam '

. Lamanya antara 641 - 960 jam

Lamanya antara 401 - 640 jam

Lamanya antara 161 - 400 iam

Lamanya antara: 81 - I60jnri|

oo s [

. Lamanya antara 30 - 80 jam
C. | Pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan.pelatihan prajabatan tingkat 111

11 |MANAJEMEN PNS

A. |Formasi dan Pengadaan T T .

1. _Pengadaan

a._Ujian saringan

1) Menyusun soal ujian

Ketun/Anggota

2) Mengawasi pelaksanaan ujien saringan
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b. Pengangkatan CPNS/PNS

Memenksa dan menandatangani usul persetujuan tekms
pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjatani masa
percobaan lebih dari 2 tahun

c. Penctapan Karpeg dan Karis/Karsu :

Menyiapkan surat keputusan penetapan Karpeg dan

karis/Karsu
B. {Mutasi
1. Jabatan
Menyusun laporan hasil sidang Baperjakat *
2. Perpindahan PNS :
Mcmeriksa dan menandatangani usul perpindahan pegawai
3. Mutasi lain-lain
a. Daftar urut kepangkatan (DUK):
Memeriksa keberatan atas DUK
b, Peninjauan masa ketja
Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan masa
kerja i
C. |Dikiat
Menyusun kebutuhan diklatpendidikan formal :
Dildat Teknis Pertama
|D. JKescjahteraan
Upaya Kesejahteraan
a. Menginvetarisir data yang berkaitan dengan kescjahteraan
b.. Menyiapkan surat gembcrifahuan pclaksmm-cuti
E. |Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian
1. Disiplin
a. Mcnyiapka.n konsep surat tentang tindak lanjut surat
peringatan/teguran
b. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan surat
pengaduan

c. Menyiapkan surat ‘)'givabm atas surat pengaduan
2_ Pengendalian preventif

a. Menyiapkan surat pemberitahuan hasit pemeriksaan

b. Menyiapkan konsep surat peringatan/teguran

c. Menyijapkan konsep surat teritang tindak lanjut surat
peringatan/teguran

3 Pengendalian Represif -

a. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan

b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan

LE1]

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS

A

Sistein Pengadaan

Rekrutmen Pegawai

- Menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan rekruitmen

pegavai

. |Sistem Mutasi

. Penyusunan analisis jabatan :

a. Membuat daftar perianyaan yang akan digunakan dalam
analisis jabatan

b. Membuat Taporan hasil analisis jabatan

2, Penyiapan naskah pedoman penyusunan standar jabatan
Pegawai Negeri Sipil

a. Persiapan penyusunan

Mmggn_nlisis data
b. Menyusun standar jabatan PNS *

Menganalisa data jabatan
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3. Inventarisasi Jabatan pada instansi Pemerintah

Menganalisa setiap shrukour untuk mengetahut esclonering
setiap nomenklatur jabatan }

4, Klasifikasi jabatan pada jnstansi Pemerintah

. Membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan

5. Evaluasi jabatan pada instansi pemerintah

8. Menginventarisasi seluruh jabatan pada instansi Pemerintah |
untuk memperaleh jumlah data/informasi jabatan

b. Menyiapkan konsep prosedur, Metode, Standar, dan teknik
evaluasi jabatan

6. Perumusan Kebijakan Jabatan Karier

a. Penyusunan Pola Dasar Karier PNS

Menganalisis bahan/data

b, Penyusunan Pola Karier

Menganalisis data jabatan

7. Pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian

Menyusun standar kompetensi jabatan

8. Penelusuran bakat pegawsi ©

Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penulusuran b
pegawai

. |Sistem Ketatausahaan Kepegawaian

Sistem Pengelolaan dokumen Kepegawaian

1. Perencanaan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian ;

4. Mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan
pengembangan sistem pengelolaan dokumen kepeg.

b. Membuat kerangka acuan pembentukan dan pengembangan
sistem pengelogan arsip kepegawaian

{2, Membuat pedoman pengelolaan arsip kepegawaian :

Membuat konsep pedoman pengelolaan arsip kepegawaian -

. |Sistem Kescjahteraan

1. Mengidentifikasi permasalahan kescjahteraan pegawai

2. Mengadakan studi banding program kesejahteraan pegawai

E.

Pelaporan

Menyusun laporan

| PENGEMBANGAN PROFESI

A, |

Pembuatan karya tulis/karya ifmiah di bidang mamajemen chawm

|1, Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survai dan

atau cvaluasi di bidang kepegawaian yang dipublikasikan dalam
bentuk : :

a, Buku yang diterbitkan dan diedackan secara nasional

b. Makalah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan

2. Karya tulis/karya ilmiah hasil penclitian, perigujian, survai dan

atau evaluasi di bidang kepegawaijan yang tidak dlpublnkwkan
tetapi didokumentasikan dalam benlnlr

a. ‘Buku

b. Makalah

3. Karyatulisfkarya slmrah berupa tinjauan dtan ulasu\ ﬂmmh

 hasil gagasan sendiri di bidang kepegawaian yang
dipublikasikan dalam bentuk :

2. Buku yeng diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Makalah yang diakui oleh ingtansi yang bersanghkutan

4. Karya tlis/karya ilmish berupa tinjauan atau ulasan ilmiah

has_il gagasan sendiri di bidang kepegawaian yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasiken dalam beatuk

a. Buku

b. Makalah
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5. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang kepegawaian yang
disebarluaskan melalui media massa

6. Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran tinjauan, gagasar stau
ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah

B. |Pembuatan petunjuk teknis dibidang manajemen PNS

1. Menyusyn pedoman standard manajemen PNS yang diakui oleh
BKN dan diedarkan secara nasional '

2. Menyusun pedoman umum petunjuk teknis manajemen PNS

C. |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang
manajemen PNS

Terjemahan/saduran buku di bidang kepegawaian yang
dipublikasikan dalam bentuk : ~

a. Buku yang diterbitkan dan dicdarkan se¢ara nasional

b. Makalah vang diakui oleh instansi yang berwenang

JUMLAH UNSUR UTAMA (IS/DIV)

PENUNJANG

A. {Pengajer/pelatih di bidang manajemen PNS

Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan (diklat)
pegawai di bidang kepegawaian

B. |Semninar, !okakarya di bidang manajemen PNS

Tingkat nasional/intemasianal sebagai :

a. Pemrasaran

b. Mederator/pembahas/nara sumber

c. Peserta

C. {Kcanggotaan organisasi protesi analisi kepegawaian
. Tingkat nasional sebagai

a. Pengurus aktif

b. Anggota akufl

2. Tingkat Provinsi/kabupalen/kota sebagai

a. Pengurus akuf

b. Anggota aktif

D, |Keanggotaan Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional

E. |Perclchan penghargaan/tanda jasa |

1. Tanda jasa Satyalancana KaryaiSatxa :

2. 30 { tiga pulul ) tahun

b. 29 { dua puluh ) tahun

¢. 10 ( sepuluh ) tahun

2. Gelar kehormatan askademis

F. |Peralehan Pendidikan lainnya

Pendidikan lainnys yang tidak sesuai dengan bidang tugas -

1. Diploma lll

2. Sarjana (S1YD.IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1 ' 2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicaret yang tidak perlu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1 Surat Pemiystaan melakukan Kegiatan Manajemen PNS

2 Surat Pemyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Sistem Mangjemen PNS
3 Surat Pernyataan melakukan Kegistan Pengembangan Profesi

4 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang

5 dan seterusnya

NIP. :

Catatan Pejabat Pengisul :

4 dan seterusnya

Tern e e fou

(jabatan)

nama peiabat pengusul
NIP. :

Catatan Anggota Tim Penilai :

4 dan seterusnya

( Nama Penilai | )

NIP. :

( Nama Penilai Il )

NIP.

Cat'luq Ketua Tim Penilai ¢

4 dan seterusnya

(Nama)

Keml'nmpe;“]"

NIP. ;
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CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA

LAMPIRAN [I-B

PERATURAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR - :67 TAHUN 2006 .
TANGGAL : 29 November 2006

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA

NOMOR:
Instansi Masa Penilaian tanggal ............sfd...........
I _ KETERANGAN PERORANGAN
1 [Nama’ ' ' o
2 NIP
3 {Nomor Seri KARPEG
4 [Tempat dan tangga! Lahir
5 |Jenis Kelamin
6 |Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7 |Pangkat/golongan ruang/TMT
B :labatan
9 {Masa Kerja Golongan Lama
Bary
10 |Unit Kerja
1 UNSUR YANG DINILA! : . ‘
ANGKA KREDIT MENURUT.
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAJ
LAMA! BARU| JUMLAH |LAMA BARU JUMLAH|
1 ' 2 3 4 5 3 1 L)

I |UNSUR UTAMA

1 |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan fonna! dan memperoleh ijazah/gelar

1. Doktor {83)

2. Pasca Sarjana (82)

1. Sarjana (S1)

B. |Pendidikan dan Pelatihai fungsional dan memperoleh surat
tanda tamat pendidikan dan pelatinan (STTPP)

1. Lamanya lebih dari 960 jam

2. Lamanya antara 641 - 360 jam

. Lamanya antara 401 - 640 jam

. Lamanya antara 161 - 400 jam

. Lamanya antara 81 - 160 jam

[ L B L

. Lamnanya antara 30 - 80 jam

II  jMANAJEMEN PNS

A. {Formasi dan Pengadaan

1. Formasi

a. Menyusun kekuatan pegawai/bezetling

b. Fasilitasi penyusunan formasi

c. Menyiapkan surat pertimbangan teknis/penelapan usul
formasi

2. Pengadaan

a._Persiapan pengadaan pegawai

Menyusun naskah panduan pengadaan pegawai
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b. Ujian saringan

1). Menyusun soal ujian

Kelua/Anggota

2) Meéngawasi pelaksanaan njian saringan

3) Memeriksa hasil ujian saringan :

Memeriksa-hasi| ujian soal pilihan ganda

¢._Penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNS

1) Memeriksa dan menandatangani- nota usul
permintaan/penetapan NIP

_ 2) Ményiapkan sural jawaban permasalahan pengadaan
pegawai v ’- d

d Pcngangkatan CPNS/PNS

MeMemeriksa dan menandatangmu usul persetujuan
teknis untuk pengangketan PNS bagi CPNS yang
menjalani masa pcrcobaa.n Ieblh dari 2 tahun

Mutasi - . : - !

1. Pangljat

a. Menyiapkan kons&p pemmbnngan lckms kenmkan
pangkat PNS ~

b. Menyiapkan surat Jawabm permasalahan kcnalkan

pangkat PNS
2 Jabatan. 7 T

8. Menyiapkan naskah isuf pe Jangkmnn dalam jabatan

b. Menyusun laporan hasil sidang baperjakat

c. Menyiapkan naskah keputusan pengangkatan/pembebasan
sementara/pengangkatan ktrnbnh/pemberhcntlan dari dan
dalam jabatan N

7

1. Perpindahan PNS : ;

Menyiapkan Surat Keputusan pemberhenti m/pengan&katan

. [Diklat

Menyusun kebutuhan diklat/pendidikan formal

8, Diklat Pimpinan

b._Diklat Fungsiona!

. |Keseiahteraan

1. Upaya Kesejahleraan

Menganalisis data yang berkaitan dcngnn kesejahleraan

2. Penghargaan

Mengmnllsnsjer;ls'p:nghargnun/tmdnjasu yang akan
diberikan .

~_|Disiplin dan Pengendalian chcgawamn

1. Disiplin

Memeriksa dan mencliti surat-surat pengaduan

2 Pengendalian kepegawaian

- a. _Menyusun laporan hasil pémeriksaan

b. Membuat konsep surat pembatalan SK mutasi
kepegawaian

Pemberhentian

1. Pemberhentian dengan hak pcnsxun PNS dan pemberian
pensiun janda/duda PNS :

Menyiapkan pertimbangan teknis pcnsmanPP PNS dan
. janda/dudanya yang menjadi kewznungun Presiden

2. Pensiun Pejabat Nepara i

a. Meniympkan perumbangan teknis pcnsmn duta besar luar
biasa dan berkuasa penuh:

5. Menyiapkan kunsep pcrhmbangan teknis pensiun Pejabat
Negara

¢ Menyiapkan konsep surat jawabnn'penna:ﬂahm pensiun
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1

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS

A,

Sistemn Pengadaan

Rekruitmen Pegawai

& Menyusun konsep nasknh akademik NSP rekrutmen
pegawsi

- b. Merumuskan Xonsep NSP rekrutmen pegawai

c. Menifasilitasi teknis pelaksanaan rekrutmen pegawai

Pengembangan jabatan

1. Penyusunen analisis iabatan :

a. Merumuskan data yang diperlukan untuk analisis jabatan

b. Menyusun pedoman pelaksanaan analisis jabetan

¢. Mengkaji dan menganalisis data/informasi jabatan PNS
dalam rangka penyusunan daftar jabatan _

2. Penyiapan naskah pedoman penyusunan standar

_jabatan PNS :

a, Persiapan penyusunan :

Menyusun rancangan pedoman penyusunan standar
jabatan Pegawai Negeri Sipil

b. Menyusun standar jabatan PNS *

1) Menginventarisir jabatan

2) Menyusun naskah akademik

3) Menyusun rancangan pedoman standar jabatan
| Pegawai Neger Sipil

3. Inventarisasi Jabatan pada instansi Pemerintah

Membunat konsep Surat permintash struktur organisasi dan
iata kerja instansi pemerintah. Pusat dan Daerah

4. Evaluasi jsbatan pada instansi pemeriniah

1. Mengumputkan refrensi/literatur tentang evaluasi jabatan

b. Menelaah data/informasi Jabatan Pegawal Negeri Sipil
untuk mendlai bobot jnbatan

§, Perumusan Kebijakan Jabatsn Karfer
3. Penyusunan Pola Dasar Karier PNS

1) Mengiventarisasi bahan/data

2} Menyusun konsep Pola dasar Karler

b, Penyusunan Pols Karier

1) Menyusun persyaratan jabatan

2) Menyusun naskah pols karjer
3) Menyusun nasksh keputusan Pola Karier

§. Pembinaan jabatan ﬂ.mgg' ional Analls Kepegawalan

8. Menyusun pedoman formasl

b. Melnksanakan pemeriksann kelengkapan bshan penilalan
dupak ‘

|7, Penelusuran bakat pegawai ; -

8._Membuat kajlan standar penelusuran bakat pegawsl

b. Menyusun instrumen penelusuran bakat sebagal satu alut
seloksi

¢ Melaksanakan evatuasi pelaksanaan paneluguran baket
awal :

5, Penitalan kinerfs ;

8,_Melakukan kajlan pengukuran standar kinetjs pegawal

b, _Membuat konsep NSP penllatan kineria psgawal

¢, Melakasnakan evalunsi peinksanasn penilaian kinerja

pegawal
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Sistem Ketatausahaan Kepegawaian

Sistem Pengelolaen dokumen Kepegawaian

a._Perencanaan sistem pengelolaan dokumen kepegawaian :

1) Membuat konsep sistem pengelolaan arsip kepegawaian

2) Melaksanakan uji coba konsep sistem pengelolaan arsip
kepegawaian

b. Membuat pedoman {)engclolnnn arsip kepegawaian :

1) Menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan
pedoman pengelolaan arsip kepegawaian

2) Membuat metode penyimpanan arsip kepegawaian

3) Membuat metode pemeliharaan arsip kepegawaian

Sistem Gaji, Tunjangan dan Kescjahteraan

1. Menganalisis peraturan-peraturan gaji, tunjangan dan
kesejahteraan

|2. Membuat naskah akademik kesejahteraan pegawai

3. Membuat konsep perubahan penetapan dan penyesuaian
pensiun PNS dan janda/dudanya

E.

Pelaporan

Menyusun iaporan

PENGEMBANGAN PROFESI

A

Pembuatan karya tulis/kerya ilmiah di bidang manajemen
Pegawai Negeri Sipil

1. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survai
" dan atau evaluasi di bidang kepegawaian yang
dipublikasikan dalam bentuk :

a._Buku yang diterbitkan dan dicdarkan secara nasional

b. Majalah yang diskui oleh instansi yang bersangkutan

2. Karya tulis/karya ilmizh hasil penelitian, pengujian, survai
dan afav evaluasi di bidang kepegawaian yang tidak

dipublikasikan tetapi didokumentasikan dalam bentuk ;
3, Buku -

b. Makalah

3. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan flmiah hasil gagasan sendiri di bidang
kepegawaian vang dipublikasikan dalam bentuk ;

a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan

4. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah

3. Buku

b, Makalah

5. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang kepegawaian
yang discbarluaskan melalui media masa

6. Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan

Pembuatan petunjuk teknis dibidang manajemen PNS

1. Menyusun pedoman standard manajemen PNS yang diakui
oleh BKN dan diedarkan secara nasional

2. Menyusun pedoman urnum petunjuk teknis
manajemen PNS

. |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang

manajemen PNS

Terjemahan/saduran buku di bidang kepegawaian yang
dipublikasikan dalam bentuk :

a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang

JUMLAH UNSUR UTAMA (18D 1V)
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PENUNJANG

A.

Pengajar/pelatih di bidang manajemnen PNS

Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan {diklat)

pegawai di bidang kepegawaian

Seminar, lokakarya di bidang manajemen PNS

Tingkat nasional/internasional sebagai

a. Pemrasaran

b. Moderator/pembahas/nara sumber

c. Peserta

Keanggotaan organisasi profesi analis kepegawaian

1. Tingkat nasional sebagai .

L_Pengurus aktif

b. Anggota aktif

2. Tingkat Provinsi/kabupaten/kota schagai

a, Pengurus aktif

b, Anggota aki{

Keanggotaan Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional

Perolehan penghargaan/tanda jasa

|. Tanda jasa Satyalancana Karya Satya :

a. 30 tiga puluh ) tahun

b. 20 ( dua puluh ) tahun

¢. 10 ( sepuluh ) tahun

2. Gelar kehormatan akademis

Perolehan Pendidikan {ainnya

Pendidikan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas :

1, Diploma [Il .

3, Sarjana (S1YD.AV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1 . 2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak periu
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T ILAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

[V O TR R,

dan seterusnya

Surat Pemnyataan melakukan Kegiatan Manajemen PNS

Surat Pernyataan melakukan Kegistan Pengembangan Sistens Menajemen PNS
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang

NIP.:
IV |Catatan Pejabat Pengusul :
| B
2 .
4 dan seterusnya
(jabatan)m'"
( nama pejabat pengusul )
NIP. :
Y Catatan Anggota Tim Penilal ; -
T
3o
4 dan seterusnya
( Nama Penilai | )
NIP. :
( Nama Penilai Il )
NIP.;
VI |Catatan Ketua Tim Penilai
1
2
K IO
4 dan seterusnya e e e e e e e et aae s
Ketua Tim Penilai
{ Nama )
NiP.:
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CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAJAN MADYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA

LAMPIRAN [1-C
PERATURAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
1 67 TAHUN 2006
TANGGAL : 29 November 2006

NOMOR

NOMOR :
Instansi Masa Penilaian tanggal ............. sid ..

1 KETERANGAN PERORANGAN
1 [Nema '
2 INIP _
3 }Nomor Seri KARPEG
4 |Tempat dan tanggal Lahir
5 {Jenis Kelamin
6 |Pendidikan yang telah diperhitungkan dngka kreditnya
7 |Pangkat/golongan ruang/TMT
§ }Jabatan
9 Mnsa Kerjn Golongan Lama

Baru
10 [Unit Kerja
il UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA[BARU| JUMLAH |LAMA{ BARU{JUMLAH

2

3

4

5

7

8

UNSUR UTAMA

]

1 |PENDiIDIKAN

A. JPendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar

1. Doktor {S3)

2. Pasca Sarjana (52)

3. Sarjana (S1)

B. [Pendidikan dan P¢latihan fungsional dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

1. Lamanya lebih dari 960 jam

2. Lamanya antara 641 - 960 jam

Lamanya antara 401 - 640 jam

3,

4, Lamanya anfara 161 - 400 jam
5. Lamanya antera 81 - 160 jam
6.

Lamanya antara 30 - 80 jam

1 {[MANAJEMEN PNS

A. {Formasi dan Pengadaay

1. Formasi

a._Menyusun kebutuhan pegawai

b. Menyusun usul formasi

2. Pengadaan

Ujian saringan

1) Menyusun soallujian

n) Ketua

b) Sekretaris/ Anggoln
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b

2) Mengawasi pelaksanaan ujian saringan

3) Memeriksa hasil ujian saringan

Memeriksa hasil ujian saringan essai

Mutasi

Menyiapkan risalah pertimbangan KP Luar Biasa

Diklat

Menyusun kebutuhan diklat/pendidikan formai

1) Pendidikan Formal

2) Mengendalikan {ulusan diklat

Pemberhentian

Pensiun Pejabat Negara

Menyiapkan konsep surat keputusan pensiun jande/duda mantan
pejabat negara

11 | PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS

A

$istem Pengadaan

Rekrutmen Pegawai

i. Menyusun naskah sosialiasasi NSP
rekrutmen pegawai

b. Mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen pegawai

Pengembangan Jabatan

1. Penyusunan analisis jabatan :

a. Mengolah data jabalan berdasarkan teknik/metode analisis
__jabatan

b. Menyusun dan merumuskan konsep standar jabatan
Pegawai Negeri Sipil

¢. Membuat kajian akademis dalam rangka bahan
pertimbangan penetapan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian khususnya yang terkait dengan
standar jabatan

2. Klasifikasi jabalan pada instansi Pemerintah

a. Membuat konsep kajian tcnting rumpun jabatan

b. Membuat laporan hasil klasifikasi rumpun jabatan

3 Evaluasi jabatan pada instansi pemerintah

Menyiapkan konsep kajian tentang faktor-faktor jabatan
untuk cvaluasi jabatan

4. Perumusan Kebijakan Jabatan Karier

Penyusunan Pola Karier

a. Mengumpulkan data , jabatan

b._Mengevaluasi jabatan

5. Pembinaan jabatan fungsional PNS

a. _Menyusun Jsbatan Fuagsional

1) Menyusun rancangan penetapan jabatan fungsional
dan angka kreditnya

2) Menyempumakan konsep rancangan naskah usu)
penctapan jabatan fungsional

3) Menyusun bahan pertimbangan teknis penetapin
jabatan fungsional

b._Pembinaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian :

Menyusun pengembangan sistem informasi jabatan

6. Penelusuran bakat pegawai :

a._Membuat kajian prosedur penelusuran bakat pegawai

b, . "
Menyiapkan naskah kebijakan penclusuran bakat pegawai

¢. Mengidentifikasi dan menganatisa permaselahan

pelaksanaan penelusuran bakat pegawai
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7. Penilaian kinerja :

a. Mengidentifikasi dan menganalisis penilaian kinerja
pegawai

b. Melakukan kajian prosedur penilaian kinerja pegawai

¢. Memfasilitasi konsultasi teknis penilaian kinerja pegawai

Sistem Ketatausahaan Kepegawaian

Sistem Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

Membuat pedoman pengelotaan dokumen kepegawaian :

Membuat naskah metode pencatatan dokumen kepegawaian

Sistem Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan

1} Melakukan pengkajian Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan
pegawai '

2) -Menyusun rencana kebutuhan perubahan pokok pensiun

Penyusunan naskah akedemik

Menyusun naskah akademik :

Sebagai Ketua

G.

Pelaporan

Menyusun iaporan

PENGEMBANGAN PROFESI

A.

Pembuatan karya tulis’karya ilmiah di bidang manajemen
Pegawei Negeri Sipil

1. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survai
dan atau ¢valuasi di bidang kepegawaian yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a. Bukuyang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui olch instansi yang bersangkutan

2. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survai
dan atau evatuasi di bidang kepegawaian yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan dalam bentuk :

a. Buku

b. Makalah

3. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang kepegawaian yang
dipublikasikan dalam bentuk : '

2. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan

4, Karya tulis/karya iliniah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang kepegawaian yang lidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan dalam bentuk

a. Buku

b. Makalah

5. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang kepegawaian
yang disebariuaskan melalui media massa

6. Karya talis’karya ilmiah berupa prasaran tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan
ilmiah

Pembuatan petunjuk teknis dibidang manajemen PNS

1. Menyusun pedoman standard manajemen PNS yang diakui
oleh BKN dan diedarkan secara nasionat

2. Menyusun pedoman umum petunjuk teknis manajemen

Pegawai Negeri Sipil
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M

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang
manajemen PNS

Terjemahan/saduran buku di bidang kepegawaian yang
dipublikasikan dalam bentuk :

8. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Majalah yang diakui oleh instansi yang bérwenang

JUMLAH UNSUR UTAMA (1S/D1V)

PENUNJANG

A,

Pengajar/petatih di bidang manajemen PNS

Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan (dlklat)
pegawai di bidang kepegawaian

Seminar, lokakarya di bidang manajemen PNS 7

Tingkat nasional/intemasional sebagai :

a. Pemrasaran

b. Moderator/pemibahas/nara sumber

¢, Peserta

=

Keanggotaan organisasi profesi analis kepegawaian

L. Tingkst nasional sebagai:

3. Pcngurus aktif

b. Anggota aktif

2. Tingkat Provinsi/kabupaten/kota sebagai :

a. Pengurus aktif

b._Anggota aktif

Keanggotaan Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional

Perolehan penghargaan/tanda jasa

1. Tanda jasa Satyalancana Karya Satya :

a. 30 ( tiga puluh ) tahun

b. 20 ( dua puluh ) tahun

c. 10 ( sepuluh ) tahun

2. Gelar kehormatan akademis

Perolehan Pendidikan lainnya

Pendidikan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugss .

1, Diploma il

2. Sarjana (S1Y/D.IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak periu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

Surat Pernyataan melakukan Kegistan Manajemen PNS

Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen PNS
Surat Pernyalaan melakukan Kegistan Pengembangan Profesi

Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang

dan seterusnya

LA e L S e

NIP. :
1V |Catatan Pejabat Pengusul :
b
2
3 o
4 dan seterusnya
( jabatan )
{ nama pejabal pengusul )
NIP, :
V [Catatan Anggota Tim Penilai:
i
2
o
4  danseterusuya
{ Nama Penilai ] )
NIP. :
{ Nama Penilai Il }
MIP. : )
¥1 |Catatan Ketua Tim Penilai :
]
2
I
4 don seterusnya
Ketua Tim Penilai
‘ { Nama )
NIP.:
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CONTOH: ' LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN PERATURAN KEPALA
MELAKUKAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MANAJEMEN PNS NOMOR : 67 TAHUN 2006

TANGGAL : 29 November 2006

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN MANAJEMEN PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama H L P e »
NIP I ey e a e ebrerseresseses vorses
Pangkat/golongan ruang/TMT e e e e s e s ey
Jabatan T
Unit kerja § e e e e s e s aeree b g ntesens
Menyatakan bahwa:
Nama e e s e e s a e st e s eranae s
NIP _ e e e e aeaareae e
Pangkat/golongan ruang/TMT e e e e gne re s e anes senenans
Jabatan e e e e s ba e s s ae s e e s e rrasaranas
Unit kerja e s e e et s ssnans o
Telah melakukan kegiatan manajemen PNS sebagai berikut :
Jumiah Jumlah
Satuan Angka Keterangan/
No | Uraian Kegiatan | Tanggal o | Volume . Angka
i ‘ l‘ delt Kredit bukti ﬂslls

¥
R

RE Tt ok
S A T ] 535 P N safaes o 8

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat -diperg_unakan sebagaimana mestinya.

Terigassasiiseranaens

Atasan Langsung

NIP
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CONTOH: : LAMPIRAN IV

SURAT PERNYATAAN PERATURAN KEPALA
MELAKUKAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENGEMBANGAN SISTEM NOM_OR 1 67 TAHUN 2006 _
MANAJEMEN PNS _ TANGGAL : 29 November 2006

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S YT T
NIP e reieisererartressisnErieshe NN EaNAL RN ERE IS EN LRI ST
Pangkat/golongan ruang/TMT [ i, PR P Vs e
JAbatan 00 e e e
Unitkeria s e

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP ,
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

.....................................................................

---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Telah melakukan kegiatan pengembangan sistem manajemen PNS sebagai berikut :

' Jumlah Jumiah :

No Uralan Kegiatan Tanggal S;tat;a“n Volume Q?S;?: Angka Kizelzar;.?;: /

: Keglatan ' Kredit ‘ _
SRR ;

1.

2

3.

dst

Demiklan pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................... I e N R IR E R R AR

Atasan Langsung

NIP
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CONTOH: LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN | PERATURAN KEPALA .
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PROFESI ANALIS KEPEGAWAIAN NOMOR :67 TAHUN 2006

TANGGAL : 29 November 2006

_ SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
ANALIS KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e L L e e e e raras ter ey e e en e renn senn s
NIP e s et e
Pangkat/golongan ruang/TMT e e e ettt e n se v vensnns
Jabatan e e e e e e e e ressees
Unit kerja e e e e s e s s soetessnnens
Meayatakan bahwa:
Nama e et s e s esran tae e eas
NIP e b e e s et se et et st et oo
Pangkat/golongan ruang/TMT e e e e ea et s s sareesen rerae e san
Jabatan e e e ee s e s rer e e siae
Unit kerja e e et et ee e srarres s e bee s e

“Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Analis Kepegawaian sebagai berikut :

o Jumlah Jumiah
. Satuan Angka Keterangan/
Uralan Kegiatan Tanggal ‘Hasil lza'i.laTaen» . | Angka bukti fisik

Demikian pernyétaan ini dibuat untuk dapat di'pergunakan sebagaimana mestinya.

------------------------- Frtress st aN et sunsstnna

Atasan Langsung

NIP
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CONTOH: LAMPIRAN VI

SURAT PERNYATAAN . PERATURAN KEPALA
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG BADAN KEPEGAWATAN NEGARA
TUGAS ANALIS KEPEGAWAIAN NOMOR ' : 67 TAHUN 2006

TANGGAL : 29 November 2006

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah Int:

Nama T R  TT T TN R R R IR R LV L LA NI LRI AL TN arIer
NIP S R PPN
Pangkat/golongan ruang/TMT e FTTTPI PRSPPI TTRTTTTe ST
Jabatan T PR TTTYPRISYPTywerey T PP
Unit kerja PP OR e,

Menyatakan bahwa:

Nama PP PR P PN
NIP I PR Teerrrrer e rerenare
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan N TP Wervrresrsneanenne
Unit kerja LU PUTOT PPN

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kepegawaian sebagai berikut :

Jumlah . Jumiah |
No | Uraian Kegiatan | Tanggal Sat;th?ln Volume ﬁ?gdk; Angka Kebf}:g'}?s?;/
- Keglatan | Kredit
1.
2.
3.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat diperg_unaka_n ;ebagalmana mestinya,

------------------------- Jevescctasiunaesitaenistasatien

Atasan Langsung

NIP
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CONTOH:
SURAT PERNYATAAN o
TELAK MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN

SURAT PERNYATAAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 67 TAHUN 2006
: 29 November 2006

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ANALIS KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Nama e s e s e e et esbe e rens e s annes
NIP :""""".""' ................................................ srveenes
Pangkat/golongan ruang/TMT ... rreressertrerarabaansens resesriennsrrinnanes SN
Jabatan . SN teerennnanes
Unit kerja D DT T S
Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Analis vl.(epe_gawaian sebagal berikut :
- Jumlah Jumlah
No Satuan Volume Angka Keterangan/

Uralan Keglatan

Tanggalj

. Has_ll‘

__| Kegiatan

Kredit

_Kredit

Angka

1.
2,
3.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk da‘pat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Atasan Langsung

NIP



CONTOH : LAMPIRAN VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERATURAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 67 TAHUN 2006
TANGGAL + 29 November 2006

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : / / /
Masa Penilaian : ......
INSEANSH fevnrverrerrirvisissessisssssnseneess (< SV et e s
1 KETERANGAN PERORANGAN
1 {|Nama S
2 [NIP
3 | Nomor Seri KARPEG
4 | Pangkat / Golongan Ruang ] TMT
5 | Tempat dan Tanggal Lahir
6 { Jenis Kelamin
7 | Pendidikan Tertinggi
8 | Jabatan Fungsiona! / TMT
. Lama
9 | Masa Kerja golongan Bar
§ | Unit kerja
11 | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1 | UNSUR UTAMA

A | 1) Pendidikan Formal

2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat
Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan
{STTPP) :

B | Manajemen PNS

C | Pengembangan sistem manajemen PNS

D | Pengembangan Profest o
Jumilah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG ANALIS KEPEGAWAIAN

Penunjang tugas Analis Kepegawaian

Jumiah Unsur Penunjang

Jumiah Unsur Utama dan Unsur. Penunjang

II | DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM

I JABATAN llllllllllllllllllllll / PANGKATC‘IIIIIIIIIIIIIIIIII lTMT‘IIIIIIIIIIIICIIIIII.
ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Ditetapkan di : .....ccvveeniiinnens
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN Pada tanggal @ .....ccooiinennnes

TEMBUSAN disampalkan kepada :

1. Analis Kepegawaian yang bersangkutan; e
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersang utan;

3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

..........................................................
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CONTOH : LAMPIRAN IX

SURAT KEPUTUSAN PERATURAN KEPALA
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM NOMOR : 67 TAHUN 2006
JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN TANGGAL : 29 November 2006

KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA*)

NOMOR :’.-Ill.llllll‘IIII-lillllllllllIllll.ll.lllllllllllillllllll.l..l..

TENTANG

| PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI

DALAM JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang :

Mengingat

s

bahwa sebagaimana Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Menteri
‘Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006
tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawalan dan Angka Kreditnya,
dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali* Saudara
......................... dalam jabatan Analis Kepegawaian

............................................................................................................
..........................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Undang-Undang Nomor 8.Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/36/M.PAN/ 11[2006;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NOMOT....ccveververeens dan
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Menetapkan :
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

TEMBUSAN :

: Terhitung mulai tanggal ..

MEMUTUSKAN :

e s ian

mengangkat/mengangkat kemball * Pegawal Negen Slpll
a. Nama D rveeeerereents

b. NIP

C. Pangkat/golongan ruangfl'MT
d. UnitKera e s eneae

Dalam  JADALAN......veeer it tcereres st sttt s ananes wondéngan  angka
kredit sebeSar. ... vviiivrersereriveiens (seerverseraennrnascarnaresrsncnane ). :

----------------------------------------------------

---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

e HT e Eeean s aena et ea e e R n S o s e e et e e ra N aAN R SRR OA R R s

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada PegaWai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di @ .....ccccvirveiirniiicinn s
Pada Tanggal :..........

NIP.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan
Instansi yang bersangkutan;*)
. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

3
4, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah,
Yang bersangkutan; *)

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak periu.
**) Diisl apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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CONTOH : LAMPIRAN X |

SURAT KEPUTUSAN PERATURAN KEPALA
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DARI JABATAN LAIN KEDALAM NOMOR : 67 TAHUN 2006
JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN TANGGAL : 29 November 2006
|
KEPUTUSAN |

 MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :llllllllllllllllllllllllllIIlIllIlllll.llllllllllllll!llll.lill"l ‘

TENTANG

PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KEDALAM JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN

MENTERI /PIMPINAN LPND/ GUBE'RNURI BUPATI/WALIKOTA, *)

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor ?ER/BS/M.PAN/HRODS tentang Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dipandang periu |
untuk mengangkat Saudara ..o dalam jabatan Analis
Kepegawaian ...icvcieenmmnnininn. ;

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat :@ 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2005;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/36/M.PAN/11/2006;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NOMOf......c.ceverenen.dan
NOMOF. e i)
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan -

PERTAMA : Terhitung mutai tanggal ...« coees corsesriensmniniisis i
mengangkat Pegawai Negeri Sipil
a. Nama 1.
b. NIP L reeeteererertiereenrasiseresentbunrasinsaesansesras
c. Pangkat/golongan ruang/TMT @ ........ccieees eeerrerasisnines eeeriesrar s

d. Unit kerja D verererrnrrecreorreraesinssessaesessarun ssbe s et

Dalam  JADALAM....civcree i dengan angka

kredit SEDESAr. .cvve e eriisiasonsians (correrrensenmonneniranienen »

KEDUR 1 ®)oorsosrsesessoscomssssssssse s sssesssssesssssss s st o

KETIGA TR L) [PRRIPOP NSRRI Vs iner e veeseieteesesiessanaend A

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyaté terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kemball sebagaimana mestinya.

KELIMA : Asli Keputusan Ini disampalkan kepada Pegawal Neger Sipll yang
bersangkutan untuk diketahuf dan diindahkan sebagalmana mestinya.

Ditetapkan di : .ooueriesseinnni
Pada Tanggal : .vviccrrrmmmiiiniannnis

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Baglan Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan;*) ‘
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
" 4, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah.
Yang bersangkutan;*) ,
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*Y Coret yang tidak perlu.
*¥) Diisl apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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CONTOH : LAMPIRAN XI

SURAT PERINGATAN PERATURAN KEPALA
- BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  : 67 TAHUN 2006
TANGGAL : 29 November 2006

SURAT PERINGATAN
NOMOR :
DARI Y sretssrasesressaris bbb s tb et et et sseensen e saor e baes
KEPADA YTH. S R
ALAMAT

TANGGAL D evnerisessnsss e st ests e

1, Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama © erevereernsrerese et ee e st s he s bt ea s eassr et et ere st etenes

NIP D eeeereeeIN e e Te e YR ST e et ehnaaebaentn e eenrars errasassees
Pangkat/Gol. ruang D eI e e rabenbeatatnereeresienas

Jabatan D e sensaens e s

Unit kerja HE P OO

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ................... tahun menduduki
jabatan.......ciine tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang
ditentukan sejumlah..........ccceeiiiiiiinninia

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan MENPAN Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 jo Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.......... dan Nomor .......... TAHUN 2006,
diminta agar Sauqara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
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3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan
sementara dari Analis Kepegawaian.

4, Demikian untuk_dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor. Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawalan Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang
bersangkutan; *)

3. Pimpinan unit kerja Analis Kepegawaian yang bersangkutan;
4, Pejabat lain yang dipandang perlu..
*} Coret yang tidak periu.
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CONTOH ;
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN

LAMPIRAN XII

PERATURAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :67 TAHUN 2006
TANGGAL : 29 November 2006

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥*)
VNOMOR : AR PSERERADRESD lllllll'llllll'l..lll

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang

Bahwa berhubung Saudara .......ccoveiiennn NIP.  niemrineenecnns
pangkat/golongan ruang ............ ; Jabatan e
Berdasarkan Keputusan Nomor......... tanggal.........eeee. dinyatakan.......**)
dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Analis
Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999;

2. Undarig-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemetintah
Nomor 66 Tahun 2005;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/36/M.PAN/11/2006;

73



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

PN

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal ......cveerimcenncnii e membebaskan

sementara Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama 1 iiervereeeereenereee e aen

b. N1P L errveereereiesr st i

c. Pangkat/Gol.ruang/TMT

d. Unit kerja D eeviesnieerenseerereesanreaaiiaes
dari Jabatan ..., SORPR dengan angka kredit
sebesar.......... TP )

(diisi dengan angka dan huruf)

......................................................................................................

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembaili sebaigaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :..c.cocociiiiiiininiiinen

NIP.

Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;*)
Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi fain yang berkepentingan;

*} coret yang tidak perlu.
*x} Alasan pembebasan sementara
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu
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CONTOH : LAMPIRAN XIII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PERATURAN KEPALA

ANALIS KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :67 TAHUN 2006
TANGGAL : 29 November 2006

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :III'll.llilll‘llIIIIIIIIIIIIIIII

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN

KARENA DDATUHI HUKUMAN

DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TET. AP/
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

Menimbang

Mengingat

w

N Uk

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

bahwa Saudara ... NIP (i, jabatan........c.cenne
pangkat/golongan ruang ... terhit\jng mulal  tanggal
.................. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang NOMOYr ..........cocovivomnnn.. tanggal
.......................... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit
dalam jangka waktu 1 {satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Kepegawaian, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Analis Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2005;

Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/36/M.PAN/11/2006;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor..................... dan



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulal  tanggal ..o memberhentikan
dengan hormat dari jabatan Analis Kepegawaian :

a. Nama et et
b. NIP L e e e st e b e
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT | ...t
d. Unit Kerja e et
) T OO

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Fegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PO
Pada tanggal D e

NIP,

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)

2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;

3. Kepaia BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang
bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*) '

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH : LAMPIRAN XIV

SURAT KEPUTUSAN _ PERATURAN KEPALA
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KREDIT ANALIS KEPEGAWAIAN NOMOR : 67 TAHUN 2006

TANGGAL : 29 November 2006

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :llllll'.l‘lll"lIlllIllll.lllllllllllllll'lll lllll LITIT TR NI LY]
TENTANG

PENYESUAJAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

Menimbang : a. bahwa Saudara ... NIP i dengan keputusan

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

- Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006, tanggal 15 Nopember
2006, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam
jabatan dan angka kredit Analis Kepegawaian.

Mengmmgat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2005;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/36/M.PAN/11/2006;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NOMOF.........ceeernn.. dan
NOMOF.cc.cviciivreininans}
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Menetapkan :

PERTAMA :
KEDUA
KETIGA :
KEEMPAT

KELIMA

TEMBUSAN :

MEMUTUSKAN :

Terhitung Mulal taNggal ....... « viee s
mengangkat/mengangkat kembali * Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/golongan ruang/‘l’MT
d. Unitkeria 000 ensieiessteeinsireereen s

Dalam jabatan........commnieinn, Cirervenssserirssessianes dengan angka
kredit sebesar......cciveivernarvnrneninies G ).

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahul dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ...ocovveiiiinniininine
Pada Tanggal :

NIP.

1. Kepaia Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan; *)
. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

3
4, Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah.
Yang bersangkutan;*)

5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*} Coret yang tidak perlu.
*x} Diisi apabita ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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